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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian yang 

telah penulis paparkan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut : 

1. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman dalam memberikan 

perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dalam bentuk 

penanggulangan sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 3 Ayat 4 

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 15 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman.  

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdapat 

beberapa unsur didalamnya yaitu unsur pengarah dan unsur pelaksana. 

Dalam penelitian ini penulis menekankan pada unsur pelaksana karena 

Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang 

membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas BPBD sehari-

hari, dan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana 

secara terintegrasi meliputi prabencana, tanggap darurat dan pasca 

bencana, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

BPBD. Sub-sub bidang dalam unsur pelaksana yaitu bidang 
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pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistic, 

bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, dan pusat pengendali operasi 

penanggulangan bencana (PUSDALOPS PB) BPBD Kabupaten 

Padang Pariaman yang melaksanakan upaya penanggulangan bencana 

abrasi di Pantai Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman sesuai 

mekanisme yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Padang 

Pariaman Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Padang Pariaman yang menanggapi bencana abrasi dari pra bencana, 

tanggap darurat dan pasca bencana. 

2. Kendala–kendala yang menghambat Badan Penanggulangan Bencana 

daerah (BPBD) dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat 

dari ancaman bencana abrasi di Pantai Ulakan Tapakis Kabupaten 

Padang Pariaman yaitu anggaran biaya operasional yang tidak 

mencukupi sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah hanya 

menanggulangi bencana yang diprioritaskan saja maka pemasalahan 

tersebut yang menyebabkan terhambatnya penanggulangan bencana 

abrasi di Pantai ulakan yang diawali dengan tindakan tanggap darurat 

dengan pemasangan gundukan karng pasir hingga pemasangan batu 

grib secara bertahap. 

3. Upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kabupaten Padang Pariaman dalam memberikan 

perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana abrasi di 
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Pantai Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman yang telah 

dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) 

sepanjang bencana abrasi yang terjadi dikawasan Pantai Ulakan 

Tapakis Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 2015 hingga pada 

akhir tahun 2018 yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kabupaten Padang Pariaman bersama dengan Balai Wilayah 

Sungai Sumatra V telah melaksanakan penanggulangan berupa 

penanaman pohon mangrove namun upaya tersebut gagal, kemudian 

pemasangan gundukan karung pasir disepanjang bibir Pantai Ulakan 

Tapakis namun upaya ini bersifat penanggulangan jangka pendek, 

kemudian pada tahun 2018 mengupayakan pemasangan batu grib 

dimana setidaknya ada 3 proyek batu grib yang telah selesai. 

B. Saran 

Saran Peneliti terhadap penelitian ini adalah : 

1. Dengan adanya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang 

Pariaman Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Padang Pariaman menjadikan kinerja operasional Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang 

Pariaman dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana dari bentuk bencana apapun mbaik yang bukan golongan 

bencana  besar maupun yang berpotensi bencana. 

UNIVERSITAS BUNG HATTA



54 
 

 
 

2. Dengan Ketiadaan Dana Tanggap Darurat di Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman. Sebab, secara 

prinsip dana tersebut dipegang oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) 

Kota Pariaman yang idealnya Dana Tanggap Darurat tersebut 

semestinya dipegang oleh BPBD agar apabila terjadi bencana, pihak 

BPBD dapat langsung bertindak cepat. Hal ini tidak lagi menjadikan 

anggaran yang menjadi alasan utama terjadinya kendala–kendala yang 

menghambat Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) dalam 

memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana 

abrasi di Pantai Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.  

3. Upaya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari 

ancaman bencana abrasi di Pantai Ulakan Tapakis Kabupaten Padang 

Pariaman yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana 

daerah (BPBD) sepanjang bencana abrasi yang terjadi dikawasan 

Pantai Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman harus 

memperhatikan dampak abrasi meskipun bencana abrasi ini bukan 

merupakan tergolong bencana besar namun bencana ini dapat 

ditanggapi dengan cepat agar tidak merugikan hak dari masyarakat 

Pantai Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. 
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